
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 2O4 TAHUN 2025

TENTANG
PENANGANAN PASCABENCANA SOSIAL

DI DISTzuK SINAK BARAT, DISTRIK POGOMO, DISTzuK BINA,
DISTRIK GOME DAN DISTRIK COME UTARA KABUPATEN PUNCAK

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a bahwa dengan berakhirnya status tanggap darurat
penanganan bencana sosial di Distrik Sinak Barat, Distrik
Pogomo, Distrik Bina, Distrik Gome dan Distrik Gome
Utara Kabupaten Puncak, perlu dilakukan penzrnganan
pascabencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penanganan Pascabencana di Distrik
Sinak Barat, Distrik Pogomo, Distrik Bina Distrik Gome
dan Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (l-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Dptnprintqhcn l_).aeroh lI ern lrra ren Neczera P,enrrlrlile
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
PeraturanPem_erir-r_ta}l_Pe-nggatrtiUn_dang-U_odangNomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6856);
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Mengingat : 1

b

2



4

2

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik
lndone.sia Tahun 2014 Norssr 292, Taro-bahan Lr=so-ialan
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenta gCipta Kerja
menjadi Undang-Undang {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtarrg Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerar-r (i,embararr iiegara Republik- indonesia Tnhun
2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O8 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran
Negara Republik- Indonesia Tahrrn 20O8 Nomor' 4?-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (lrmbaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 43,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8291;

Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
A+^-aai IZ!'rrorro D- .;--; D^^,'- /I --}.--a- Nada,a

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Ta.nb2hil1
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentaog
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan
dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(kmtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
239, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
iriomor 673i);

12. Peraturan Presiden.../3
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i2. Peraturan Prelriden Nomor= 1 Tahun 2019 -rentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Repubfik Indonesia Tahr.m 2O19 Nomor l], sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
202 I tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
i Tahurr 2O19 tentang EFa.dan Nasiorral Perrangg-uiangan
Bencana (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O21 Nomor lO3);

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
@erita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
l78l);

MEMUTUST(AN:

Penanganan Pascabencana di Distrik Sinak Barat, Distrik
Pogomo, Distrik Bina Distrik Gome dan Distrik Gome Utara
Kabupaten Puncak;

Penanganan Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam
I r r5s-rso zvzv rurrr}dr

dengan 30 September 2O25.

Penanganan Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat di Puncak.

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya le-ku surut terhituog tanggal 7 Agustus
2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Agustus 2O25
GUBERNL]R PAPI-IA TENGAH,

CAP/TTD
MEKI NAWIPA

dengan aslinya
O HUKU

G, SH., M.H.
a2o0212roo2

san ini disam ikan a Yth:
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l. Kepda BAo Hukum Kementeri Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabte;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7- Masing-masing yang bersangkutan.


